BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur
segala sesuatu di dalamnya serta mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi
Manusia. Hak asasi adalah anugerah hak yang melekat kepada diri seseorang
sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak Asasi Manusia
(human right) merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana
manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. Hak asasi diperoleh oleh
setiap orang baik itu anak, orang dewasa, laki-laki dan wanita.

Setiap wanita wajib mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-hak yang
dimilikinnya secara asasi. Karena wanita masih sebagai salah satu kelompok
dalam masyarakat di dalam suatu negara yang harus dilindungi. Negara juga
memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia
kelompok wanita sama seperti jaminan kelompok lainnya.

Setiap wanita harus dilindungi hak asasinya. Tidak hanya wanita yang terlihat
dalam kehidupan sehari-hari saja, tetapi juga bagi wanita yang berstatus sebagai
narapidana. Perlindungan terhadap hak wanita di dalam lembaga permasyarakatan
meliputi dua perlindungan, yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus.

Perlindungan hak wanita secara umum



terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal (14) tentang

Pemasyarakatan, menyatakan warga binaan berhak:
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Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani

Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak

Menyampaikan keluhan

Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang

Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
Mendapatkan pengurangan masa pidana

Mendapatkan kesempatan berasimilasi ternasuk cuti mengunjungi keluarga
Mendapatkan pembebasan bersyarat

Mendapatkan cuti menjelang bebas

Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

Sedangkan pengaturan secara khusus mengenai perlindungan hak wanita

dalam lembaga permasyarakatan dalam hal pemberian makanan tambahan kepada

narapidana wanita yang hamil dan menyusui tertuang dalam Pasal 20 angka 1, 3,

4, dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi:

1.

2.

Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui
berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang
lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling
lama sampai berumur 2 (dua) tahun.

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2
(dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau
pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.

Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan
makanan tambahan selain sebagaimana di maksud dalam ayat 3 berdasarkan
pertimbangan.

Hak antara narapidana wanita dan narapidana laki-laki adalah sama, hanya

dalam hal ini karna narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang



mendapat perlakuan khusus dari narapidana laki-laki yang berbeda dalam
beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai
oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, maka dalam
hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik
menurut Undang-Undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan diseluruh
wilayah Indonesia.

Wanita cenderung memiliki kondisi psikis yang lemah dibandingkan laki-laki
apabila dihadapkan pada kondisi yang sedang tertekan, bagaimana hubungan
antara sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan juga harus diperhatikan.
Akibat kurang adanya perhatian terhadap hak-hak wanita di dalam lembaga
permasyarakatan, hak tersebut di abaikan begitu saja. Seperti yang terjadi di
Semarang, pada tahun 2015, narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas Il A Semarang belum diperlakukan secara memadai karena ada hambatan-
hambatan dari narapidana itu sendiri seperti latar belakang narapidana dan
hubungan narapidana dengan petugas lapas. Ada pula faktor lainnya seperti
kurangnya sarana Gedung Lembaga pemasyarakatan.

Dan juga seperti di Denpasar tahun 2011, narapidana wanita di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I1A Denpasar belum diperlakukan secara memadai, karena
antara narapidana wanita dengan laki-laki masih dijadikan satu areal. Demikian
juga terhadap pelaksanaan dari ketentuan Pasal 20 PP Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
belum terpenuhi secara memadai terutama bagi narapidana yang hamil dan

menyusui demikian pula terhadap anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan



ataupun anak yang dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan
karena masih bergabung alat-alat maupun kelengkapan serta fasilitas antara
narapidana wanita dan laki-laki.

Oleh karena itu haruslah narapidana wanita ini tetap diperhatikan hak-hak dan
diberi perlindungan nya seperti wanita pada umumnya serta diberikan perlakuan
yang berbeda dengan narapidana laki-laki karena narapidana wanita memiliki
hak-hak kewanitaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki.

Menurut data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas
Il A Tangerang, Prov. Banten terdapat 380 warga binaan membutuhkan perhatian
mendapatkan hak-hak di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, peneliti ingin
menganalisis bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak
Warga Binaan Perempuan, menganalisis kendala-kendala dan cara penyelesaian
kendala dari pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Warga Binaan

Wanita di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Fokus Penelitian
1. Fokus
Penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap hak-hak warga
binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Kota Tangerang.
2. Sub Fokus
Sub fokus penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum dalam
pemenuhan terhadap hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran warga

binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Kota Tangerang.



C. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka perlu

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian perlindungan hukum dalam pemenuhan terhadap hak
pendidikan dan pengajaran warga binaan perempuan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas Il A Tangerang?

2. Apa saja program-program yang mendukung perlindungan hukum dalam
pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

Il A Tangerang?

D. Manfaat Penelitian
Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap menghasilkan
beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
a. Melatih kemampuan peneliti untuk dapat melakukan penelitian ilmiah
sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
b. Memperluas ilmu pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum, khususnya
mengenai perlindungan hak narapidana wanita.
2. Manfaat praktis
a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan
di Fakultas llmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
b. Diharapkan bermanfaat bagi pihak penegak hukum, khususnhya pihak

Lembaga Pemasyarakatan terkait pemenuhan perlindungan hak wanita.



